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April

Negara (Bali Post) -

Mulai April 2015, tarif air

‘minum PDAM Jembrana naik
18 persen. Penyesuaian t:

ini berdasar Peraturan Bupati

Jembrana, nomor 5 tahun 2015
tentang penetapan tarif air
minum. Kenaikan ini baru
“dilakukan, setelah lebih dari
lima tahun tarif air minum
tidak naik dengan sejumlah
pertimbangan. Kondisi terse-
but mengakibatkan beban op-
erasional lebih tmggld)bandmg
pemasukan. -

Direktur PDAM Ida Bagus
Kerta Negara, dikonfirmasi
Jumat (27/3) kemarin membe-

narkan adanya penyesuaian

menjadi Rp 2 200 per kubxk
Sedangkan air bersumber dari

gravitasi, awalnya Rp 1.400

menjadi Rp 2.000 per kubik.

kuantitas pelayanan PDAM.
Penyesuaian ini menurutnya
perlu setelah bertahun:-tahun

tidak mengalami penyesuaian, -

sehingga beban operasional pun

- menjadi masalah. Pasalnya,

hampir 87 persen sumber air
PDAM menggunakan sumur
bor. Sementara biaya listrik
terus mengalami kenalkan
setiap tahun. -

PDAM menurutnya juga

* Sanin, 30 Margt 2ol5”
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Tarif A1r PDAM Nalk 18 P' | F "

kelompok 1 :

an,” tambah-
ata-rata peng-

persen perusa
nya. Sementara

Kerta Negara mengatakan = guna
_ penyesuaian tarif air ini akan
dibarengi dengan kualitas dan .

mampu menut
erasional yakni di
Kecamatan Mq aya dan Yeh

3 PDAM l-l: [

lain yang mem iki

d embrana, de ng:

persyaratan, salah satunya
peningkatan dalam pelayanan
ygan. (kmb26)
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Dewan Soroti Nalknya
Penduduk Miskin

Amlapura (Bali Post) -

Meski APBD 2015 Karangasem meningkat tajam, jumlah penduduk miskin
juga meningkat. Hal ini disoroti Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Karangasem 1
Gede Dana, Sabtu (28/3) lalu. “APBD tahun ini sudah mencapai Rp 1,2 triliun,
tahun sebelumnya Rp 1,1 triliun. Kenapa jumlah penduduk miskin justru me-

ningkat?” ujarnya.

Gede Dana mengatakan,
sorotan atas meningkatnya
jumlah penduduk miskin juga
disampaikan DPRD Karan-
gasem pada rekomendasi strat-
egis terkait laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ)
masa akhir jabatan Bupati
Karangasem I Wayan Geredeg/
Wabup Made Sukerana, Jumat
(27/3) lalu. Saat itu, anggota
DPRD Ketut Badra, S.Pd. mem-
bacakan LKPJ yang ditanda-
tangani Ketua DPRD Nengah
Sumardi yang menyoroti masth
banyaknya penduduk miskin di
Karangasem. Kenyataanitu tak
sesuai dengan yang disampai-
kan Bupati, angka kemiskinan
menurun. ‘Pemerintah diharap-
kan segera menurunkan jumlah
penduduk miskin. Penggepeng
dan penyakit sosial lainnya agar

mendapatkan penanganan lebih-

optimal dengan membantu mer-
eka keluar dari kemiskinan baik
melalui pelatikan keterampilan
kerja, serta penyediaan lapan-
gan pekerjaan,” ujar Badra.
Menurut Gede Dana, kon-
disi masyarakat Karangasem
selama ini memang tak sep-
ertl yang dilaporkan Bupati
Karangasem. Tiap kali berbicara
soal penduduk miskin, Bupati
Karangasem selalu mengatakan

+ Senin,

jumlah penduduk miskin sudah
jauh menurun dan Karangasem
sudah terbebas dari kabupaten
tertinggal. Padahal, kenyataan-
nya sesuai data dari Biro Pusat
Statistik, jumlah penduduk mis-
kin diketahui meningkat. Data
BPS tersebut akhirnya diakui
Bupati Karangasem Wayan
Geredeg dan Ketua Bappeda
Ketut Sedana Merta. Sesuai
data BPS persentase penduduk
miskin di Karangasem menin-
gkat dari 5,15 persen menjadi
sekitar 7 persen atau dari 17.000
menjadi 22.000 jiwa.

Gede Dana mengatakan,
pihaknya kerap turun ke
masyarakat dalam rangka kun-
jungan atau undangan sembari
menyerap aspirasi masyarakat.
Langsung menginap di rumah
penduduk miskin. Terakhir
Sabtu (28/3) menginap di rumah
Komang Ada di Banjar Unta-
lan, Desa Jungutan. Warga itu
benar-benar miskin, gubuknya
berdinding gedek berlantai ta-
nah. Dia belum pernah menda-
patkan bantuan. Kondisi tetang-
ganya, lebih baik namun bisa
dikatakan kondisi perekonomi-
annya sama dengan Komang
Ada. “Ttu baru di satu banjar. Di
banjar lainnya seperti warga di
Canguwang Desa Bunutan, di

2o Marzt 2005

|5~

sejumlah wilayah desa di Keca-
matan Kubu, kondisi penduduk
miskinnya memprihatinkan.
Mereka perlu dicarikan jalan
keluar dengan kerja setulus
hati,” harapnya.

Gede Dana mengatakan,
penggepeng dari sejumlah desa
di Karangasem juga masih
banyak berkeliaran. Bukti-
nya hasil tangkapan Satpol PP
dari kabupaten/kota lain dan
dikembalikan ke Karangasem.
“Kita tak perlu malu mengakui
mereka warga Karangasem,”
ujarnya.

Kata dia, yang terpenting

kini bagaimana mencarikan
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. jalan keluar masyarakat agar
nantinya terbantu dan tak lagi
hidup dalam kemiskinan. “Di
tengah kemiskinan penduduk
yang memprihatinkan, kalau
ada musibah seperti terkena
tanah longsor, rumah terbakar
seperti musim lalu, hendaknya
mereka dibantu pemerintah.
Pencairan bantuan bagi kor-
ban bencana alam hendaknya
dilakukan lebih cepat, jangan
menunggu beberapa bulan
akhirnya mereka terlupakan,”
katanya.

Gede Dana mengatakan,
penduduk miskin yang belum
memiliki rumah layak huni

. juga mesti dibantu. Bantuan

bedah rumah masih perlu dit-
ingkatkan. “Saat ini banyak
keluhan atau kecemburuan.

.. Soalnya, ada masyarakat yang

‘tak perlu dibantu, tetapi karena
7kedekatan | justru mepﬂgpat&p

Sanin, o Mavgt Zo|5
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bantuan. Sebaliknya KK miskin
yang tak memiliki kedekatan
dengan birokrasi, tak ada yang
menolong,” katanya.

Atas sorotan itu, Bupati
Geredeg menyampaikan bah-
wa rekomendasi menyangkut
berbagai hal termasuk angka
penduduk miskin yang menin-
gkat itu cukup bagus. Catatan
dan rekomendasi itu nantinya
dijjadikan masukan dan acuan
dalam penyusunan program
kerja selanjutnya.

Menurutnya, soal jumlah
penduduk miskin yang dikata-
kan meningkat perlu juga ditelu-
suri lagi. Soalnya data dari BPS
tanpa alamat dan nama siapa
yang dikatakan miskin. “Be-
narkah angka penduduk miskin
di Karangasem meningkat.
Padahal, pertumbuhan ekonomi
juga meningkat menjadi sekitar
6,5 persen. (013)

Bali Post/dok
PENANGANAN OPTIMAL - Harapan dewan, penyakit sosial seperti gepeng agar
mendapatkan penanganan optimal dari pemerintah mengingat masih adanya tang-
kapan Satpol PP yang dikembalikan ke Karangasem.
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Kagus Art_ Ce_nter-

Pagi Ini Terpidana akan

Dijebloskan ke
apas Ker Obﬂkan

f- Denpasar (Bali Post) -

++  Timjaksa penuntut umum (J PU) yang menangani perkara Art Centgz

£

\
1

Denpasar

‘telah melayangkan surat panggilan kepada terpidana kasus dugaan korupsi Art
“'Center, Ketut Suastika (mantan Kadis Kebudayaan Bali) dan Ke

t Mantara

" “Gandhi (Kepala UPT Taman Budaya). Hal itu dibenarkan Kasipen um Humas

- Kejatn Bali Xshari Kurniawan, Minggu (29/3) kemarin.

Sebagai eksekutor adalah
‘Kejaksaan Negeri (Kejari)
- Denpasar. “JPU telah me-
manggil secara patut dan
sah dua terpidana kasus ko-
- rupsidi Art Centre Denpasar
itu. “Kami telah mengirim
-surat pemanggilan kepada
kedua terpidana agar datang
ke Kejari Denpasar untuk
menjalankan putusan Pen-
gadilan Tipikor yang telah
berkekuatan hukum tetap,”
ujarnya.

Pihak kejaksaan telah
menyiapkan berita acara
(BA) pelaksanaan putusan
pengadilan untuk menjalani
pidana penjara tersebut.
Terpidana Ketut Suastika
dengan pidana penjara 14

‘bulan dan Mantara Gandhi

dengan pidana penjara 13
bulan. “Dengan ditandatan-

. ganinya BA pelaksanaan pu-

tusan itu, kedua terpidana
direncanakan dibawa ke
Lembaga Pemasyarakatan

Dia mengatakan, terpi-
dana kasus Art Center itu
didipanggil, Senin (30/3)
pagi ini, untuk menjalani ek-
sekusi, kemudian dijeblokan
ke dalam Lapas Kerobokan.

Sebelumnya, majelis ha-
kim pimpinan Cening Budi-
ana memberikan diskon dari
tuntutan JPU yang sebelum-
nya menuntut terdakwa den-
gan satu tahun enam bulan.

Sencn 30 Warek o8

~Minggu kemar}

" (Lapas) Kerol@dkan untuk

menJach warga binaan di
sana,” sebut Ashari.
Sementara kuasa hu-
kum terpidana, Haposan
Sihombing, yang dimintai
konfirmasi meijgaku sudah
berkoordinasi dengan tim-
nya. “Dari Pak Ngastawa
bilang bahwa Pak Suastika
dan Mantara (Giandi sudah
menerima surat dari kejak-
saan, Kamis lalu, ,.katanya,

-

Vonis yang diberikan pun
cukup ringan, yakni satu
tahun dua bulan (14 bulan)
dengan denda Rp 100 juta
subsidair 2 bulan kurungan
untuk terdakwa Suastika.

Sedangkan antara Gandi
divonis 13 bulan penjara dan
denda Rp 50 juta. (kmb37)
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= KorupsiBBM /
Penahanan Sueca Antara
~ Tak Perlu Izm Gubernur

, Nega;ra (Bali Post) -

Surat yang dikirim Unit

! III Tipidkor Sat Reskrim

Polres Jembrana terkait pe-
nahanan tersangka anggota
DPRD Jembrana I Made

Sueca Antara alias Dek qu,’
dalam kasus dugaan korupsi

BBM bersubsidi di UD Sum-
ber Maju dibalas Gubernur
Bali. Dalam balasan surat
tersebut untuk kasus Sueca

Antara yang masuk sebagai

kasus pidana khusus tersebut,

 tidak perlu menggunakan izin

Gubernur.

Kasat Reskrim AKP Gusti
Made Sudarma Putra, di-
dampingi Kanit III"
Sat- esknm Ipda I Putu
Merta, Minggu (29/3) mengat-
akandal'ambalasantérsebut,
Gubernur menyampaikan

. aturan baru, yakni UU nomor

17 tahun 2014, tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD terse- -

but. Dari aturan baru terse-
but, untuk pidana khusus,

_ seperti korupsi, terorisme,

S e N Nl T ST TR e T

SentN 1D el 301E

14

atau ancaman hukuman-

nya seumur hidup, tidak ada

wewenang dari Gubernur,

kecuali pldmmm

Sementara itu terkait pe-

nahanan Sueca Antara, Su-

darma Putra mengatakan

pihaknya belum berani me-
mastikannya. Karena masih
ada beberapa tahapan yang
perlu dilalui. Seperti menung-

~gu disposisi dari pimpinan

atau Kapolres. Apalagi surat -

baru diterima dan masih di
meja Kapolres. “Nanti setelah

dari Pak Kapolres, baru ke

sini,” ujarnya.

Pihaknya juga ma51h |

pikor  menunggu ﬂﬁwtapan dari

PN Negara tentang penyi-

taan barang bukti berupa SK
- Sueca Antara sebagai anggota |
Dewan. Permohonannya baru.

dimasukkan ke PN Negara.
“Nanti setelah turun, baru
kita kasi ke Kejaksaan, untuk

melengkapi. Setelah itu baru

bisa men)awaB kapan akan
dltahan ” tandasnya (kmb)

¢
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Penanganan Kasus GOR

Nusa Penida Dipertan

Semarapura (Bali Post) -

Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan GOR
Nusa Penida hingga kini belum rampung. Hasil penyelidikan-
nya belum memperlihatkan perkembangan berarti. Padahal,

penyelidikan oleh pihak Kejari Klungkung sudah dilakukan

sejak awal tahun lalu.

Lambatnya perkembangan pe-
nyidikan kasus ini pun diper-
tanyakan Ketua DPRD Klung-
tung Wayan Baru, Minggu (29/3)

emarin. Ja mengaku sempat
mengapresiasi penyelidikan yang
dilakukan Kejaksaan. Bahkan,
puluhan orang yang terkait dengan
pembangunan itu juga sudah sem-
pat diperiksa. Kejari Klungkung
Cabang Nusa Penida juga sempat
menjelaskan sudah menemu-
kan kerugian negara dan sedang
menghitung kepastian angkanya,
bekerja sama dengan BPKP (Ba-
dan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan). Namun, setelah
itu belum ada lagi perkembangan
dari kasus ini. Apakah penyelidi-
kan kasusnya masih berlanjut atau
audah d:hen:hkan.

~ “Sejak tahun lalu & gaya dengar
sudah ditemukan kerugian negara,
‘kenapa sampai sekarang penyelidi-
kan belum naik ke penwdlkan dan
ada tersangkanya kata Baru.

Ia meminta pihak Kejaksaan
membuka secara gamblang kasus
ini. Ia melihat banyak pihak yang
mestinya bertanggung jawab atas
mangkraknya pembangunan GOR
Nusa Penida sejak dibangun tahun
2009. Kasus ini harus segera ditun-
taskan. Setelah itu, barulah legis-

latif bisa mendorong pemerintah
daerah, untuk melanjutkan finish-

ing GOR itu agar bisa dimanfaatkan

masyarakat setempat. Baik untuk

kegiatan pembinaan olahraga, mau-
pun kegiatan tertentu yang memer-

lukan tempat seperti GOR.

Kacabjari Nusa Penida I Dewa
Made Mertayasa, Minggu (29/3) ke-
marin, menyampaikan penanganan
kasus GOR Nusa Penida masih
dalam tahap penyelidikan. Saat ini,

Cabjari Nusa Penida terus berkomu-
nikasi dengan

pihak BPKP, untuk
menemukan angka riil kerugxan
negara. la bahkan mengaku tidak
menemukan kesulitan apapun. la
menegaskan, perlu waktu untuk

P Sain, 36 Mot ZolS

(&

akan

menghitung lﬁarugmn negaranya.

“Kami masih bekerja, kasusnya
masih lidik, b*lum ada tersangka,”
katanya.

Pembanguhan GOR ini sudah
menghabiskan Rp 2,3 miliar. Antara
lain bersumber dari APBN dari Ke-
menterian Pemuda dan Olahraga

kemudian di tahun 2010 dari APBD
Provinsi Bali Rp 200 juta, APBD
Kabupaten Rp 65 juta dan APBD
PerubahanR 500 juta. Pembangu-

Selu::uh panmﬁ. pembangunan GOR,
sesuai dengan surat keputusan Ca-
mat Nusa P Nomor 001.01/01
SD 5/2009, t nggal 6 April 2009,

“antara 'lai'n;' ebagal penanggung

jawab, Camal ' Nusa Penida saat
itu I Made kajaya, Ketua
KUPT Di ra kala itu I Ketut
Wiadnya.

Kemudian, Beh'etans Dewa Gede
Suamba (unsur pendidik), Benda-
hara Wayan ta (unsur PGRD) I
Ketut Sukla ( kacamatan) Se-

mentara st a d.gnherb-
ag‘mtoko

taranya | Komang Sumendra

Wayan Misna, Wayan Supartawan,

Wayan Sutama dan

Made Kasti
Made Sukarta. (kmb31)
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Imam ngungkapkan

: ‘rencaéxa reklamasi Teluk

Benoa bar’ﬂ:mgnd’a‘;pat izin
‘prinsip dari Kementerian

‘Kelautan dan Perikanan

(KKP). Dan saat ini, pem-

proposal berupa kerangka

acuan penyusunan reklama--
'si yang masih akan diteliti

oleh tim teknis dari KPA

Pusat. “Dan, saya menjamin
‘betul bahwa teman-temen

'kita ini memiliki integritas,”
tegasnya: 4

.

Mengenai perlunya lahan

‘pengganti yang luasnya ses-
‘uai dengan lahan yang akan
‘direklamasi untuk keseim-

bangan seperti yang diminta

‘Menteri KKP Susi Pudjias-
tuti, Imam mengatakan pada
prinsipnya lahan reklamasi

-dengan lahan pertambangan
‘merupakan dua hal berbeda.

“Itu kalau reklamasinya
galian tambang. Kalau re-

klamasi pantai tentu ber-
4 ga*y ntuk galian tambang”

SaNill 3o Matel 72oi0s

A
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" mana lahan yang dtambang
- itwharus ditutup kembali se-

- suai dengan ekosistem yang

ada,” kata Imam. :

~ Oleh karena itu, menurut-,
nya, amasi tidak harus
diidentikan dengan keru-

sakan lingkungan. “Kalau
- rakarsa telah mengajukan = ‘

mereklamasi, bagaimana
menjaga lingkungan yang
direklamasi, agar jangan
sampai terumbu karang lah-
an yang direklamasi menjadi
hilang. Kalaupun (terumbu
karang) harus dihilangkan
berarti harus dicari lahan

pengganti terumbu karang-

nya, tetapi kalau ‘hgg]?k;;
ya... harus dijaga bahkan
ditambah banyak agar tidak |

~hilang,” imbuhnya.

~ Soal adanya keterlibatan

‘pengusaha besar dalam ren-
" cana reklamasi ini, Imam

mengaku tidak menampik

‘adanya lobi dari pihak-pihak

‘tertentu agar menyukseskan
proyek pembangunan yang
diupayakannya. Oleh karena
itu, dia juga mengaku dapat

beda ~memahami kekhawatiran
memang ada keharusan, di

pihak-pihak yang keberatan
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